WALIKOTA SEMARANG
PERATURAN WALIKOTA SEMARANG
NOMOR Bj TAHUN 2015
TENTANG

MEKANISME DAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENYERTAAN MODAL
BADAN USAHA MILIK DAERAH KOTA SEMARANG DAN
PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TENGAH

Menimbang : a.

Mengingat :

—

KEPADA PEMERINTAH KOTA SEMARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA SEMARANG,

bahwa untuk memperkuat struktur permodalan DBadan
Usaha Milik Daerah Kota Semarang dan PT. Bank
Pembangunan Daerah Jawa Tengah dalam rangka
pengembangan usaha dan peningkatan pelayanan kepada
masyarakat serta peningkatan pendapatan asli daerah,
diperlukan dukungan dari Pemerintah Kota Semarang dalam
bentuk penyertaan modal daerah;

bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun
2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, penyertaan
modal pemerintah daerah ditetapkan dengan Peraturan
Daerah,;

bahwa untuk mekanisme dan laporan peratnggungjawaban
penyertaan modal Badan Usaha Milik Daerah dan PT. Bank
Pembangunan daerali Jawa Tengah sebagaimana dimaksud
tersebut huruf a dan huruf b, maka perlu membentuk
Peraturan Walikota Semarang tentang Mekanisme dan
Laporan Pertanggungjawaban Penyertaan Modal Badan
Usaha Milik Daerah Kota Semarang dan PT. Bank
Pembangunan Daerah Jawa Tengah Kepada Pemerintah Kota
Semarang;

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan
Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan
Daerah Istimewa Jogjakarta;

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor
31, Tambahan Lembaran Negara Repubik Indonesia Nomor
3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 10 Tahun 1998 tentang Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1992 Perbankan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3790);




8.

10.

11.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286),

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
lndonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4400);

. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan

Terbatas (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 106,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4756);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 52341);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Dacrah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang
Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat 1T Semarang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3079);

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang
Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-kabupaten
Daerah Tingkat IT Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan
Kendal serta Penataan Kecamatan di Wialayah Kotamadya
Dacrah Tingkat 1T Scmarang Dalam Wilayah Provinai Daerah
Tingkat | Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1992 Nomor 89);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4378);
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Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran  Negara Republik  Indonesia  Tahun 2006
Nomor 25, Tambahuan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomaor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi
Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomar 4812);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 teniang
Standar Akuntansi Pemcrintah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Dacrah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat T Jawa Tengah
Nomor 6 Tahun 1999 tentang Perubahan Bentuk Badan
Hukum Bank Pembangunan Daerah Jawa ‘Tengah dari
Perusahaan Daerah (PD) menjadi Perseroan Terbatas (PT)
Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (Lembaran Daerah
Provinsi Jawa Tengah Tahun 1999 Nomor 17 Seri D);

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun
2008 tentang Perusahaan Dacrah Bank Perkreditan Rakyat
Badan Kredit Kecumatan (PD. BPR BKK) di Provinsi Jawa
Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun
2008 Nomor 11 Seri E Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah
Nomor 17) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah
Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2012 tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah DProvinsi Jawa Tengah
Nomor 11 Tahun 2008 ileniang Perusahaan Daerah Bank
Perkreditan Rakyal Badan Kredit Kecamatan (P, BPR BKK)
di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa
Tengah Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah
Nomor 39);

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2006
tentang Perusahaan Daecrah Percetakan Kota Semarang
(Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2007 Nomor 6 Seri
E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomot 10);




Menetapkan
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Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2006
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kota Semarang Tahun 2006 Nomor 1 Sen [, Tambahan
Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 1) sebagaimana
diubah dengan Peraturan Daerah Nomor b5 Tahun 2013
tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Semarang
Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2013
Nomor 5 Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor
83);

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 15 Tahun 2010
tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank
Pasar Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang
Tahun 2011 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota
Semarang Nomor 59);

. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor B Tahun 2013

tentang Perusahaan Dacrah Air Minum Tirta Mocdal Kota
Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2013
Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang
Nomor 84);

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 tahun 2015
tentang Penyertaan Madal Pemerintah Kota Semarang
Kepada Badan Usaha Milik Dacrah Kota Scmarang dan FT,
Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Tahun 2015 -
2017 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2015 Nomor 101);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN WALIKOTA TENTANG MEKANISME DAN
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENYERTAAN MODAL
BADAN USAHA MILIK DAERAH KOTA SEMARANG DAN PT.
BANK PEMBANGIINAN DAERAH JAWA TENGAH KEPADA
PEMERINTAH KOTA SEMARANG.

BABI1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kota Semarang.

2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara
Pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
vang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Walikota adalah Walikota Semarang.




4. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjulnya disingkat BUMD adalah
Perusahaan Daerah yang scbagian atau seluruh sahamnya dimiliki oleh
Daerah,

5. Perscroan Terbatas DBank Pembangunan Daerash Jawa Tengah  yang
selanjutnya disebut PT Bank Jateng adalah Perusahaan yang sahamnya
dimiliki oleh Pemerintah Daerah,

6. Penyertaan Modal Daerah adalah pengalihan kepemilikan barang milik
daerah dan/atau uang yang semula merupakan kekayaan yang tidak
dipisahkan menjadi kckayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan
sebagni modal/saham Daerah kepada Badan Usaha Milik Dacral,

7. Laba adalah keuntungan yang dihasilkan oleh Badan Usaha Milik Daerah.

8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang yang selanjutnya
disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota
Semarang.

9. Modal Dasar adalah jumlah maksimum modal yang disebut dalam Akta
Pendirian.

10. Modal Disetor adalah modal sebenarnya yang telah disetor oleh pemegang
saham pada kas Badan Usaha Milik Daerah dan Perseroan.

BABII
RUANG LINGKUP
Pasal 2

Ruang lingkup penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada BUMD dan PT
Bank Jateng meliputi:

a. PT Bank Jateng.
b. Perusahaan Daerah Percetakan Kota Semarang;
c. Perusahaan Daecrah Bank Perkreditan Rakyal Bank Pasar Kota Semarang

d. Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan
Kota Semarang; dan

e. Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Moedal Kota Semarang;

BAB III
PRINSIP DAN TUJUAN
Pasal 3

Penyertaan modal daerah dilaksapakan berdasarkan prinsip meningkatkan
pelayanan dan mendapatkan keuntungan.

Pasal 4

(1) penyertaan modal daerah Dbertujuan untuk memperkuat struktur
permodalan Badan Usaha Milik Daerah dan PT Bank Jateng dalam rangka
meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah dan menambah

pendapatan asli daerah.




(2) Disamping tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyertaan modal
daerah juga bertujunn:

a, bagi_ Perusahnan Dacrah Dercetakan Kota Semarang, untuk
meningkatkan pelayanan dan diversifikasi produlk;

b. bagi-Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Moedal Kota Semarang, uniuk
meningkatkan pelayanan air bersih bagi masyarakat; dan

c. bagi Perusahaan Daerah BPR Bank Pasar Kota Semarang, Perusahaan
Daerah BPR BKK Kola Semarang dan Bank Jateng, untulc meningkatkan
struktur permodalan.

BAB IV
MEKANISME DAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
Pasal 5

Mekanisme pencairan penyertaan modal kepada BUMD dan PT. Bank Jateng
adalah dengan cara pengajuan permohonan pencairan dana penyertaan modal
dengan dilampiri :

a. Kwitansi bermaterai Rp. 6.000,- atas penerimaan penyertaan modal.
b. Bukti A 2 pencrimaan daha penyertaan maodal,

c. Berita Acara serah terima dana penyertaan modal bermaterai Rp. 6.000,-
yang ditandatangani oleh Pihak Pertama (Pemerintah Kota Semarang)
dan Pihak Kedua (BUMD dan PT. Bank Jateng).

d. Tambahan lampiran lain yang diperlukan, menyesuaikan dengan
Peraturan yang berkembang saat ini.
Pasal 6

Seliap BUMD dan PT. Bank Jateng menyampaikan  laporan
pertanggungjawaban secara berkala kepada Pemerintah Kota Semarang
berupa ikhtisar realisasi kinerja dan laporan keuangan setelah diaudit.

Pasal 7

Ketentuan mengenai mekanisme dan laporan pertanggungjawaban
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjul dengan Peraluran
Walikota.
BAB V
PENGAWASAN
Pasal 8

Pengawasan terhadap penyertaan modal dilakukan oleh Walikota melalui
Dewan Pengawas/Badan Pengawas/Dewan Komisaris dan aparat pengawas
intern Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.
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BAD VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar sctiap orang mengetahuinys, memerintahlian pengundanpan Peraturan
Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Semarang.

Ditetapkan di Semarang | A
pada tanggal 29 [ umbi 20)d
J

Pj. WALIKOTA SEMARANG

«
J'

-

" TAVIP SUPRIYANTO

Diundangkan di Semarang ‘ .
pada tanggal g'a‘.q Yevumby £018

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SEMARANG

ADITRI HANANTO

BERITA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2015 NOMOR.. >




